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Penyeragaman bentuk Pemerintahan Desa seperti yang tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 1979
merupakan awal terciptanya hukum nasional di bidang Pemerintahan Desa. Di Sumatera Barat, |ahirnya UU
Nomor 5 Tahun 1979 tersebut telah menyebabkan perubahan yang mendasar bagi penyelenggaran
Pemerintahan Nagari, terutama karena ditetapkannya Jorong (wilayah administratif dari Pemerintahan
Nagari) menjadi Desa.

Dua puluh tahun kemudian, sgjaan dengan gencarnya tuntutan reformasi dan demokratisisasi di berbagai
bidang, Pemerintah mengganti UU Nomor 5 Tahun 1979 tersebut dengan UU Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 22 ini membuka pintu seluas-luasnya bagi refomasi bentuk
Pemerintahan Desa.

Tesisini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan pada Desa Kampung Baru dan Desa Situjuh Ladang
Laweh Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat dengan judul "Dari Sistem Pemerintahan Desa
Kembali Ke Sistem Pemerintahan Nagari” (Studi di Desa Kampung Baru dan Desa Situjuh Ladang Laweh
Kabupaten Lima Puluh Kota). Rumusan masalah dari penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang
memotivasi masyarakat untuk kembali ke sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota

Meskipun perubahan sistem Pemerintahan Desa kembali menjadi Pemerintahan Nagari merupakan
perubahan organisasi formal yang menjadi objek kajian dalam administrasi negara, namun dalam tesisini
perubahan Desa kembali menjadi Nagari akan dilihat sebagai proses sosiologis yaitu proses perubahan
lembaga sosial baik padatingkat pranata sosia yaitu perangkat kaidah-kaidah status dan peran dan pads
tingkat organisasi yaitu kelompok individu yang terlibat dalam dalam aktivitas |lembaga Pemerintahan Desa
dan Nagari. Perubahan Sistem Pemerintahan Desa Kembali Menjadi Sistem Pemerintahan Nagari akan
dilihat dalam keutuhan sistem sosial melalui penelusuran gejala-gejala empirik yang dianalisa dan dijelaskan
dalam kaitan dengan berbagal kegiatan dan fenomena proses pembangunan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuaiitatif. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak digunakan
model serta uji statistik angka-angka dan laporan statistik digunakan dalam rangka memperjelas masalah
atau gejalayang diteliti.

Penelitian ini hanya akan difokuskan padatiga faktor yang diduga sebagai faktor yang mempengaruhi
motivas untuk kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari, yaitu :

1) terjadinya krisis kepemimpinan di tingkat Desa dan Nagari,

2) terjadinyadisintegrasi sosial masyarakat Nagari dan
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3) terlantarnya harus kekayaan Nagari.

Krisis Kepemimpinan adalah merosot atau berkurangnya kewibawan serta kurangnya kel el uasaan untuk
berinisiatif dari Pemerintah Desa dan Kerapatan Adat Nagari dalam menjalankan tugas dan fungsinya
dibandingkan dengan Pemerintah Nagari. Disintegras Sosial adalah suatu keadaan dimana hubungan timbal
balik antar sesama warga masyarakat Nagari tidak berlangsung dengan balk yang terlihat dari semakin
melemahnya semangat kelompok kekerabatan dalam masyarakat Nagari. Terlantarnya Harta Kekayaan
Nagari adalah suatu keadaan dimana Marta kekayaan Nagari tidak terkelola dengan baik sehingga tidak
dapat memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat Nagari.

Tesisini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat untuk kembali
ke Sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan dapat memberikan manfaat bagi
Pemerintah Daerah dalam menata pemerintahan terendah untuk menyikapi aspiras masyarakat.

Tesisini berkesimpulan bahwa sepanjang segjarah Minangkabau, belum adaideologi di tingkat supra Nagari
yang secararadikal menghapus sistem otoritas tradisional Minangkabau. Melihat sgjarah perkembangan
Pemerintahan Nagari sampal dengart berlakunya UU Nomor 22 Tahuh 1999, maka bentuk pemerintahan
terendah di Kabupaten Lima Puluh K ota ideal nya adalah kembali ke sistem Pemerintahan Nagari, karena
sistem itu berakar dari kekuatan dasar-dasar sosiologis, ekonomis dan politis.



